PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAMUN 2011
TENTANG

TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daereh sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi can Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569):

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4180 );

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuzngan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telan beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuancan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nornor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentany Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

. Peraturan Pemerintali Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); .
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anjgota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir cengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712); o

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Noror 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Dengun Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM
Paszl 1

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan cleh Pemerintahan Daerah dan DPRD raenurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
. Bupati adalah Bupati Katingan;
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yarg selanjutnya disebut DFRD adalah Lemb
Pernerintahan Daerah;

5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

aga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelengara

BAS I1
APBD
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagsi berikut:

1. Perdapatan Daerah Rp. 583.648.710.358,00
2. Belanja Daerah Rp. 709.086.710.358,00 (-)
Surplus/(Defisit) Rp. (125.438.000.000,20)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 131.188.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. _5.750.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp. 125.438.000.000,00
(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00
Pasal 3
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.  24.865.000.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 542.242.281.496,00

¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.  16.541.428.862,00



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumliah Rp. 1.758.221.084,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.459.051.760,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah  Rp. 2.600.000.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumiah Rp. 17.047.727.156,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.  69.620.181.496,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 449.170.000.000,00
¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.  23.415.100.000,00
d. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp. 37.000.0000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sejumiah Rp. 4,160.000.000,00
b. Dana Darurat sejumlah _ Rp. 0,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.  10.768.928.862,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya sejumlah Rp. 1.612.500.000,00
Pasul 4
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung sejumiah Rp. 254.645.755.076,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 454.440.955.282,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawa sejumlah Rp. 218.121.795.453,00
b. Belanja Buriga sejurniah Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp.  11.684.957.123,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.605.810.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumiah Rp. 1.400.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.  17.527.000.000,00
h. Belanja Tidak Tercduga sejurnlah Rp. 2.306.192.500,00
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(3) Belanja Langsung sebaga.mana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumiah Rp.  32.764.452.264,00
b. Belanja barang dan jasa sejumiah Rp. 207.618.072.210,05
¢. Belanja modal sejumlah Rp.  214.058.430.807,95
Pasal 5
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Penerimaan sejumiah 2p. 131.188.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.750.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anogaran Tahun sebelumnya

(SILPA) sejumlah Rp.  131.188.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan sejumiah Rp. 0,00
C. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumliah Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.750.000.000,00

C. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran [ Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci men
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rut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek ;
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4, Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. LampiranV Rekapitulasi Belanja Daerah Untu Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar panyertaan modal (investasi) daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainya ;
11, Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13, Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan Oblijasi daerah.
Pasal 7
(1) Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila ternyata masih terdapat Belanja Langsung atau Belanja Tidak l.angsung yang timbul akibat adanya
pendanaan darurat untuk kepentingan mendesak dan/atau darurat meka pendanaannya dapat dicukupi m_m:@ms melakukan pergeseran anggaran
sesual dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
(2) Kriteria kepentingan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliouti :
a. Bukan merupakan kegiatan normal atau aktivitas Pemerintah Daerah serta tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
¢. Berada diluar kendali dan/atau pengaruh Pemerintah Daerah
d. Memiliki dampalk yanc signifikan terhadap anggaran dalam rang<a pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Kriteria kepentingar mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
¢. Program dan kegiatan yang anggarannya belum tersedia atau tidak mencukupi;

d. Program dan kegiatan yang timbul akibat adanya kebi‘akan dari Kepzla Daerah;

Pas:l 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran Anggarzn Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan.

ﬁs\ O TATEL LADJU

JPETEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR 1
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